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Harisson Tegaskan Perkuat Tata

Kelola ngkungan

PONTIANAK Sekretans 4
‘Daerah Kalimantan Barat, Ha-
risson menegaskan isu ling-
kungan hidup saat ini menjadi |
 salah satu perhatian utama pe-
'merintah daerah. Ta menye-
!but tantangan pengelolaan
| semakin kompleks, mulai dari
1 alih fungsi lahan, pengelolaan |

sampah, pengendalian pence- 3
 maran, hingga pemanfaatan/
- sumber daya alam. i
“Karena itu, hasil pemerlk-g
saan ini akan menjali cermin
untuk memperbaiki sekahgus,
memperkuat kebijakan yang;
lebih berpihak pada kelestar-
ian lingkungan,’ kata Hansson
1
‘saat memimpin rapat Entry3
Meeting bersama Badan Pe-|
meriksa Keuangan (BPK) RI|
Perwakilan Kalimantan Barat;
di Ruang Rapat Tengkawang,
Kantor GubernurKalbar, Semn
(25/8/2025).
- Rapatdihadirijajaran audltor

BPXRIPerwakllan Kalbarserta |

sejumlah perwakllan Organ-a;
isasi Perangkat Daerah (OPD) !
Provinsi Kalbar. Pertemuan ini
menjadi langkah awal pelak-
sanaan pemeriksaan tematik
terkait lingkungan hidup yang
akan berlangsung selama 20
hari, mulai 25 Agustus hingga
.19 September 2025.

Pemerlksaan kepatuhan
‘pendahuluan penyelengga-
raan perlindungan dan pen-

@gelolaan lingkungan hidup

{ini akan difokuskan pada

t enam OPD, yakni Dinas Per-
' | 1ndustrlan, Perdagangan{

- @ Ke Halaman 11 kolom 1

ral (Dlspermdag ESDM) Kal-
bar, Dinas Lingkungan Hidup
 dan Kehutanan (DLHK) Kal-
bar, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kalbar,

Badan Perencanaan Pemban- |

gunan Daerah (Bappeda) Ka-
Ibar, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR)
Kalbar, serta Satuan Polisi
Pamong Praja (Sat Pol PP)
Kalbar.

Harisson, menilai pemer-
iksaan yang dilakukan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI Perwakilan Kalbar menjadi
langkah penting dalam mem-
perkuat tata kelola lingkungan
hidup di daerah.

‘ Ja menekankan, proses ini
sejalan dengan upaya mem-
bangun pemerintahan yang

! transparan, akuntabel, sekali-

 gus berpihak pada kepentin-

’ | gan masyarakat.

“Pemerintah ProvinsiKalbar
menyambutbaik pemeriksaan

ini dan mendukung penuh
agar pelaksanaannya berjalan :

lancar,” ujar Harisson.

Ia juga meminta organ-
isasi perangkat daerah (OPD)
terkait untuk bersikap ter-
buka, menyiapkan doku-
men yang dibutuhkan, serta

aktif berkoordinasi dengan
tim pemeriksa. Menurutnya,

pemeriksaan ini bukan be-
ban, melainkan kesempatan
memperbaiki kinerja dan
menutup kelemahan dalam
pelayanan publik.

“Saya minta OPD menyiap-
kan data secara lengkap dan
terbuka. Jadikan pemeriksaan
ini peluang untuk mening-
‘katkan kualitas kerja dan me-

m?lStl_kan pelayanan kepada
masyarakat semakin baik,”
tegasriya.

Harissonberharap hasil pe--
meriksaan nantinya memberi
rekomendasi yang bisa mem-
perkuat kebijakan pemerintah

- daerah. “Kami yakin akan ada

' masukan yang membangun .

' dan membantu merumuskan

‘program yang lebih efektif,

| terutama untuk mendukung

i pembangunan berkelanjutan

.di Kalimantan Barat,” tutup-

inya.

i - Sementara itu dari BPK RI

i Perwakilan Kalbar, Ganesa

| Kusbandana, selaku Pengen-

. dali Teknis Tim Pemeriksa

‘menjelaskan bahwa tujuan

' pemeriksaan bukanlah untuk

' mencari kesalahan, melaink-
an memastikan tata kelola
pemermtahan berjalan ses-
uai prinsip akuntabilitas dan .
m erlkan manfaat nyata

"Pemerlksaan ini kami
lakukan untuk menilai se-
jauh mana kebijakan dan
program yang dilaksanakan
pemerintah daerah benar-
benar mendukung upaya pe-
lestarian lingkungan hidup.
Sehmgga kinerja pemer-
intah daerah semakin baik
dan manfaatnya bisa lang-
sung dirasakan masyarakat,”’
ujarnya.

Ganesajugaberharapadan-
yakerja sama penuh dari OPD
yang menjadi objek pemer-
iksaan.

. “Kami berharap semua
pihak yang terkait dapat,
bersinergi, kooperatif, dan'
|- transparan. Dengan begitu, |
' hasil pemeriksaan bisa lebih |
komprehensif, obyektif, serta‘
memberikan nilai tambah
bagi peningkatan tata kelola |
| pemerintahan daerah,” tu--
'tupnya (mse) ; i

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




